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BAB 5 
PENUTUP 

 
5.1. Kesimpulan 

Setelah dilakukan Praktik Kerja Profesi Apoteker (PKPA) di 

apotek Pahala pada tanggal 3 Oktober 2022-5 November 2022, maka dapat 

diperoleh kesimpulan sebagai berikut: 

1. Kandidat Apoteker dapat memahami lebih terkait dengan peran, fungsi, 

posisi dan tanggung jawab Apoteker dalam praktik kerja kefarmasiannya 

di apotek. 

2. Kandidat Apoteker dapat dibekali wawasan, pengetahuan, keterampilan 

dan pengalaman untuk dapat terjun ke dunia kerja di apotek. 

3. Kandidat Apoteker dapat berlatih cara pengelolaan dan pengembangan 

apotek secara nyata serta permasalahan kefarmasian yang terjadi di dunia 

kerja. 

 
5.2. Saran 

Saran yang dapat diberikan selama melakukan PKPA di apotek 

Pahala adalah: 

1. Mahasiswa peserta PKPA hendaknya dapat lebih banyak berlatih 

berkomunikasi dengan pasien terkait konsultasi, penggalian informasi 

serta rasa empati terhadap pasien untuk dapat memahami pasien lebih 

baik. 

2. Mahasiswa peserta PKPA hendaknya mempersiapkan diri terkait obat-

obatan, terutama obat OTC agar dapat memberikan terapi lini pertama 

pada keluhan yang dapat diberikan oleh apotek. 

3. Kegiatan home pharmacy care dapat lebih dijalankan karena selain 

merupakan standar pelayanan kefarmasian klinis sebagai Apoteker, juga 
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dapat memberikan rasa kepercayaan dan loyalitas pasien terhadap 

Apoteker. 

4. Pencatatan patient medical record dapat lebih dijalankan untuk mencatat 

obat-obatan yang diterima pasien dan memberikan kepercayaan dan 

loyalitas pasien. 

5. Format etiket obat resep yang digunakan dapat dilengkapi dengan 

ditambahkan aturan pakai bersama makan serta jam waktu pemakaian 

agar waktu pemakaian obat lebih jelas untuk pasien. 

 

8. Obat diberikan ke kurir sesuai dengan identitas pasien.penanggu 
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